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A. LatarBelakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mengatur segala kegiatan

pembangunandanpelayanankepadamasyarakatdisuatudaerah.Pemerintahdaerah

berwenanguntukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasas

otonomidantugaspembantuan.Pemberianotonomiyangluaskepadasuatudaerah

ditujukan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing dengan

memperhatikanprinsipdemokrasi,pemerataan,keadilan,keistimewaandanpotensi

yangadadisuatudaerah.

Dalam operasionalnya,pemerintahdaerahtidakterlepasdarilaporandarihasil

kinerja suatu daerah yang disebutdengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporankeuanganpemerintahdaerahadalahsuatualatpengendaliandanevaluasi

kinerjasuatudaerahsecarakeseluruhan.Tujuanutamalaporankeuanganpemerintah

daerahadalahuntukmenyajikaninformasiyangbermanfaatbagipihak-pihakyang

berkepentingandalam menilaiakuntabilitasdanmembuatkeputusanekonomi,sosial,

maupun politik. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik

perkembangan anggaran dan realisasi,baikpenerimaan maupun pengeluaran dan

analisaterhadapnyamerupakaninformasiyangpentingterutamauntukpemerintah

membuatkebijakandalam pengelolaankeuangan.

DiIndonesia,akuntansipemerintahansecarahistorisbelum banyakberkembang

sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945.Menurutcatatan sejarah,produk akuntansi

pemerintahanIndonesiapertamaadalahneracakekayaannegarayangdikeluarkan

tahun1948.Bentukakuntabilitaskeuanganinimasihdalam bahasadanmatauang

Belanda.Mulaiakhirtahun2003,barulahakuntansipemerintahanmendapatperhatian

dandasarhukum yangmenggantikanprodukBelandatersebutyaituUUNo17tahun

2003 tentang keuangan negara menjadipijakan penting perkembangan akuntansi

pemerintahandiIndonesia.Hinggapadatanggal13junitahun2005ditetapkanlah

PeraturanPemerintahNo.24tahun2005tentangStandarAkuntansiPemerintahan

(SAP)untuksebagaidasarpemerintahdalam menyusunlaporankeuanganpemerintah



dandaerah.KemudianterjadiperubahandariPPNo.24tahun2005menjadiPeraturan

PemerintahNo.71tahun2010tentangStandarAkuntansiPemerintahan(SAP)yang

terjadibeberapaperbaikandariperaturanterdahulu.

Suatudaerahharusmampumeningkatkankinerjapelayananpublikagarkualitas

otonomidaerah untuk efektivitas penyelenggaraan dengan masyarakat menjadi

semakin baik.Daerah juga harus menumbuhkan semangatotonomidaerah agar

menjadimedia bagipemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh

tanggungjawab,agarmenjadikandaerahlebihmandiri,majudansejahtera.

Pelayanan masyarakat oleh pemerintahan daerah secara keseluruhan

memainkanperananyangvitaldalam perekonomiannegara.Pemerintahpusatmaupun

daerahcenderungberfokuspadapengeluarannasionaldanmemproyeksikansektor

publiksebagai‘kran’ekonomi,yangmenyerapsumberdayayangdapatdigunakanlebih

baikdisektorlain.Dalam kenyataannya,perananswastamaupunkerjasamapublik

denganswastatidakmengubahporsiekonomiagensipublik.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),setiap

entitaspelaporanmempunyaikewajibanuntukmenyusundanmenyajikanLaporan

Keuangan dan Laporan Kinerja.Entitas yang dimaksud adalah Pemerintah pusat,

Pemerintah daerah,Kementerian Negara/Lembaga,dan Bendahara Umum Negara.

Secaraumum kinerjapemerintahanlebihsulituntukdikuantifikasidibandingkandengan

sektorprivatkarena sebagian besarhasilkinerja bersifatkualitatif.Halinijuga

dikarenakanentitaspemerintahanyangtujuannyalebihmenekankanpadapencapaian

kinerjanonkeuangandibandingkanpencapaiankinerjakeuangan.

KewajibanPemerintahanDaerahdalam pengelolaankeuangandaerah,secara

efektif,efisien,transparandanakuntabelsudahmenjadikeharusansertatanggung

jawab sebagaientitas yang mengelola keuangan suatu daerah agartercapainya

kesejahteraanmasyarakatsuatudaerah.Jadi,untukmengetahuiapakahpemerintah

daerah sudah mengelola keuangan daerah sepertiyang disebutkan.Dilakukanlah

pengukuranataupenilaianuntukmengetahuiseberapajauhkeberhasilahpemerintah

daerahdalam mengelolakeuangan.

Pengukuran kinerja berfungsiuntuk menilaisukses atau tidaknya suatu



organisasi,program,ataukegiatan.Pengukurankinerjadiperlukanuntukmenilaitingkat

besarnya terjadipenyimpangan antara kinerja aktualdan kinerja yang diharapkan.

Dengan mengetahuipenyimpangan tersebut,dapatdilakukan upayaperbaikan dan

peningkatan kinerja. Alasan yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja

pemerintahanterkaitdengantanggungjawabnyadalam memenuhiakuntabilitasdan

harapanmasyarakat.Organisasipemerintahanbertanggungjawabataspenggunaan

dana dan sumberdaya dalam halkesesuaiannya dengan prosedur,efisiensi,dan

ketercapaiantujuan.

Untukmelakukan penilaian kinerja pemerintahan,antara lain adalah dengan

melakukananalisisrasiokeuanganterhadaplaporankeuangansuatuorganisasiatau

lembaga.Yangmanahasilnyadapatdipergunakansebagaitolakukurdalam menilai

suatu kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada pemerintahan belum banyak dilakukan

sehinggasecarateoribelum adakesepakatansecarabulatmengenainamadankaidah

pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang

transparan,jujur,efektif,efisien,dan akuntabel,analisis rasio terhadap laporan

keuangandaerahperludilaksanakanmeskipunkaidahpengakuntansiandalam laporan

keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta.Untuk

mengukurkinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio

keuangan,dapatdilakukandenganbeberaparasiokeuangan.

Setiaprasiokeuanganmemilikitujuan,kegunaan,danartitertentu.Kemudiam,

setiaphasildarirasio yangdiukur,diinterpretasikansehinggamenjadiberartibagi

pengambilankeputusan.Beberaparasioyangdapatdikembangkanberdasarkandata

keuanganyangbersumberdarilaporankeuangandaerahantaralainrasiokemandirian,

rasio efektivitas,rasio efisiensi,rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.Dengan

demikianrasio keuanganjugamenjadisalahsatualatuntukmengevaluasikinerja

keuangansuatudaerah.

Selainbergunasebagaipenilaiankinerjakeuangansuatupemerintahdaerah,

rasiokeuangandaerahjugabergunasebagaialatyangmempermudahmasyarakat

untukmelihatsecaratidaklangsunglaporankeuangansuatupemerintahandaerah,



dikarenakanbanyakmasyarakatyangtidakmengertidanmengetahuimaksuddaritiap

pos-posdilaporankeuangansertaketerbatasanilmupengetahuanataupendidikan

akanmembacalaporankeuangan.

Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakapenulisperluuntukmengkajilebih

dalam lagitentangpenilaianmenggunakanrasiokeuangandaerahpadaPemerintah

ProvinsiSumateraUtara.Sehinggapenulistertarikuntukmelakukanpenelitiandalam

bentukskripsidenganjudul“ANALISISRASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSISUMATERA UTARA (PERIODE 2012-

2016)”.

B. IdentifikasiMasalah

Berdasarkanpenjelasanyangtelahdiuraikandalam latarbelakangdiatas,maka

yangmenjadiidentifikasimasalahdalam penelitianiniadalah:

1. PemerintahanDaerahwajibmengelolakeuangandaerah,secaraefektif,efisien,

danakuntabelagartercapainyakesejahteraanmasyarakatsuatudaerah.

2. PerlunyaevaluasiterhadaplaporankeuanganProvinsiSumateraUtarauntuk

mengetahuikondisikeuangandidalamnya.

3. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagaialat yang mempermudah

masyarakatdanpenggunanyadalam melihatlaporankeuangandankeadaan

suatupemerintahandaerah(ProvinsiSumateraUtara).

Hasilanalisisrasiokeuangandalam penelitianiniselanjutnyadigunakanuntuk

tolakukurdalam menilaiKinerjaKeuanganDaerah.Dengandigunakannyaanalisis

keuangantersebut,makaakanmemberikansuatuhasilperbandingankinerjakeuangan

daritahun-tahunsebelumnya,dimananantinyaakanmenggambarkankinerjakeuangan

daerahdiPemerintahProvinsiSumateraUtara.

C. PerumusanMasalah

Berdasarkanidentifikasimasalahdiatas,makapenulismerumuskanmasalah

yangkemudianakanmenjadibahasandanakandijelaskandidalam skripsiini.Rumusan

masalahnyaadalahsebagaiberikut:

1. BagaimanakinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihat

dariRasioKemandirianKeuanganDaerah?



2. BagaimanakinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihat

dariRasioEfektivitasPAD?

3. BagaimanakinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihat

dariRasioEfisiensiPAD?

4. BagaimanakinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihat

dariRasioKeserasian?

5. BagaimanakinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara,jikadilihat

dariRasioPertumbuhan?

D. TujuanPenelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dulakukannya penelitian ini

adalahsebagaiberikut:

1. Untukmengetahuikondisikinerja keuangan Pemerintah ProvinsiSumatera

Utara,jikadilihatdariRasioKemandirianKeuanganDaerah.

2. Untukmengetahuikondisikinerja keuangan Pemerintah ProvinsiSumatera

Utara,jikadilihatdariRasioEfektivitasPAD.

3. Untukmengetahuikondisikinerja keuangan Pemerintah ProvinsiSumatera

Utara,jikadilihatdariRasioEfisiensiPAD.

4. Untukmengetahuikondisikinerja keuangan Pemerintah ProvinsiSumatera

Utara,jikadilihatdariRasioKeserasian.

5. Untukmengetahuikondisikinerja keuangan Pemerintah ProvinsiSumatera

Utara,jikadilihatdariRasioPertumbuhan.

E. ManfaatPenelitian

Manfaatpenelitiandalam menganalisiskinerjakeuanganPemerintahanProvinsi

Sumatera Utara dengan menerapkan rasio kemandirian keuangan daerah,rasio

efektivitasPAD,rasioefisiensiPAD,rasiokeserasian,sertarasiopertumbuhan,adalah

sebagaiberikut:

1. ManfaatTeoritis



Secara teoritis manfaat daripenelitian iniadalah untuk memberikan

informasidariKinerja KeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtarajikaditinjau

dariteorirasiokeuangandaerah.Yang kemudiansebagaialatuntukmenganalisis

KinerjaKeuanganLaporanKeuanganterkhususpadaLaporanRealisasiAnggaran

PemerintahProvinsiSumateraUtara.

2. ManfaatPraktis

a. BagiPemerintahDaerah,hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikan

referensiatau sumbanganpemikirankepadaPemerintahDaerahdidalam

menganalisiskinerjakeuanganmenggunakanrasiokeuangandaerahagar

mengetahuiseberapa pencapaian selama beberapa periode terakhir

sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja

keuangannya. 

b. Bagipeneliti,penelitianinimerupakanmediauntukpembelajaran dalam

memecahkanmasalahtentangpenggunaanrasiokeuangandaerahdalam

menilaikinerjakeuanganPemerintahProvinsiSumateraUtara.

c. Bagipenelitiselanjutnya,penelitianinidapatdijadikanbahantambahan

pengetahuandan sebagaibahanacuanuntukpenelitianselanjutnyadalam

bidangyang sama. 

d. Bagimasyarakatluas,penelitianinimenjadisaranauntukmempermudah

masyarakatdalam mengetahuikondisikeuangan pemerintahan daerah

khususnyapadalaporanrealisasianggaranpemerintahandaerah.


